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PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Bjm
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN
Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama
dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

PENGGUGAT, NIK 637104640191xxxx, lahir di Buntok pada tanggal 24
Januari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kelurahan
Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat
email shintabxxxxxtari24@gmail.com dan nomor handphone/WA
08225555xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, NIK 6372020612780004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 06
Desember 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan
karyawan tambang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di
Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarmasin, Nomor Handphone/WA 08125475xxxx. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Peggugat dan para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2025 telah
mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.Bjm,

tanggal 13 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; 0xxx/28/XI1/2015 tanggal 21
Desember 2015, sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus duda cerai hidup;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak
(talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana
tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sungai Lulut
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selama 8 tahun 3 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal
tahun 2023 disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap istri, serta
Tergugat mempunyai sikap yang gak enakan terhadap orang lain sedangkan
Tergugat jarang memikirkan keadaan Penggugat, seperti pada saat Bos
Tergugat meminjam uang kepada Penggugat melalui Tergugat sebesar
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari usaha
Penggugat sendiri, kemudian selama satu tahun Penggugat menyuruh
Tergugat untuk menagihkan uang tersebut kepada Bos Tergugat
dikarenakan Penggugat ada keperluan, Tergugat tidak bergerak sama sekali
dikarenakan rasa tidak enak terhadap Bos Tergugat, ironisnya Tergugat
malah menyuruh Penggugat untuk menjual mobil milik pribadi Penggugat
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agar kebutuhan Penggugat terpenuhi. Maka hal itu membuat Penggugat
merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi hidup berumah tangga
dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Maret 2024,
dimana akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pulang ke rumah orang
tua Penggugat, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat
sendiri yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahnya
Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 10 bulan,
maka hal dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa selama 10 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat
kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, keluarga
Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan,
sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga,
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan
Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua

Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
(Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang
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menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk datang

menghadap sebagai wakil/lkuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari

Pengadilan Agama Banjarmasin melalui domisili elektronik Nomor

126/Pdt.G/2025/PA.Bjm, tanggal 15 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari

2025 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak ternyata

bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan karena adanya alasan yang sah

menurut hukum;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan
tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 65/RT 21/XI11/2024 an. Penggugat, yang
dikeluarkan oleh Ketua RT 21 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin tanggal 17 Desember 2024, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Oxxx/28/XI1/2015 yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal 21 Desember
2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah
mengajukaan dua orang saksi sebagai berikut;

1. Saksil, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal

di Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
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Banjarmasin di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2015;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di
Sungai Lulut Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selama 8 tahun 3 bulan
sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal
tahun 2023;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap istri, serta
Tergugat mempunyai sikap yang gak enakan terhadap orang lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi awal Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri;

- Bahwa sejak saat Penggugat dan Tergugat berpisah yang sampai saat ini
terhitung selama 10 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Tergugat tidak pernah
datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul
kembali;

2. Saksi 2, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin di hadapan persidangan memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2015;
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- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di
Sungai Lulut Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selama 8 tahun 3 bulan
sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis
namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal
tahun 2023;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap istri, serta
Tergugat mempunyai sikap yang gak enakan terhadap orang lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi awal Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri;

- Bahwa sejak saat Penggugat dan Tergugat berpisah yang sampai saat ini
terhitung selama 10 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Tergugat tidak pernah
datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul
kembali;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua
keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita
acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat
datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau
kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan
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ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan
verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
dalam setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka
upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I.
Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat
dilaksanakan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan
gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2023
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah
kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap istri, serta Tergugat
mempunyai sikap yang gak enakan terhadap orang lain sedangkan Tergugat
jarang memikirkan keadaan Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran
terjadi pada awal Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang selama 10 bulan,
dengan berpisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi
diantara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam membina rumah tangga, yang menyebabkan Penggugat telah
sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan
lagi dan perceraian sebagai sebuah pilihan Penggugat;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan hak
jawabnya namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan
pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim
untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan
saksi-saksi yang berasal dari orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai
dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat bukti ((P.1) Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Banjarmasin dan hidup serta bermasyarakat di Kota Banjarmasin, maka
permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah
memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan
hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut
dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat
telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan
Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam
sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka
Majelis perlu membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi
keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan
Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang
diperkuat dengan bukti surat dan dari keterangan para saksi, sebagaimana
disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2015;
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- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sungai
Lulut Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin selama 8 tahun 3 bulan sampai
berpisabh;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2023;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap istri, serta
Tergugat mempunyai sikap yang gak enakan terhadap orang lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi awal Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri;

- Bahwa sejak saat Penggugat dan Tergugat berpisah yang sampai saat ini
terhitung selama 10 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Tergugat tidak pernah
datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul
kembali;

Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan para

saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tahun 2015;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan
Pramuka Komplek Al Banjari Village Blok B.2 Sungai Lulut Banjarmasin
Timur Kota Banjarmasin selama 8 tahun 3 bulan sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2023;
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- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat layaknya seorang suami terhadap istri, serta
Tergugat mempunyai sikap yang gak enakan terhadap orang lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi awal Maret 2024 Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat, namun saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri;

- Bahwa sejak saat Penggugat dan Tergugat berpisah yang sampai saat ini
terhitung selama 10 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah itu Tergugat tidak pernah
datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul

kembali;

Pertimbangan petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus
dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak
pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha
menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat
merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup
rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat
terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina
rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung
sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa
apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada
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perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsagan
gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan
kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah
berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat,
yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa,
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan
dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah
tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan
perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3
KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan
menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian
dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan
dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :
1. Fugaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz Il halaman 507
yang berbunyi :
13l sl pas &t azs il lgzg ] $lo alse Guolall dalls
Artinya :  Dan Kketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;
2. Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 248 :
Sy sl 015 ol sl sl anzs il aisn olall 5a) balses e 1)
il aall Lallo Lagiy ToYl oo (molall jzeg lglio g & pinall plgs aszo

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya
perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya
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pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat
menceraikannya dengan talak ba’in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan
dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat
yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-
pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain
shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara
Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama,
sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak
terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj’i
terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in
shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian
pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu majelis Hakim
menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh
karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.
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Amar Putusan
MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Penutup
Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Nurul
Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Antung Jumberi S.H., M.H.l dan H.
Subhan. S. Ag, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noor Fatiah, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I H. Subhan. S. Ag, S.H., M\.H

Panitera Pengganti
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Hj. Noor Fatiah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 14.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya materai __Rp. 10.000.,00

Jumlah Rp. 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)
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